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Mengetahui : .
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

QNIJ?LD“.H. Hajar, M.Ag
19580712 196803 1 005



AV VYSAS NIN

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAiey yninias neje ueibeqes yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

)

(1)

{
1t

%

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad e

b =
(=

ABSTRAK
~ T ©
Hldginidah Suriyani (2021) :’Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan
§ g = Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor
@ o s 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
33 © Perspektif Figih Siyasah”’.
© ¢ Hak perempuan dalam ranah politik itu sudah mendapat legalitas oleh
Brigang=Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tepatnya
%aéal 49 (1). Dengan adanya Undang-Undang ini perempuan lebih diakui

gegudu%mnya dihadapan hukum dan di ranah publik. Penelitian ini bertujuan
finfuk nfengetahui kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 39
ga‘ﬂun @99 Tentang Hak Asasi Manusia serta untuk mengetahui kepemimpinan
perempfan menurut Undang-Unang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
RManusia Perspektif figih siyasah.

% Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kepustakaan (library
Eesearc@), yaitu melalui serangkaian Kkegiatan yang berkenaan dengan
pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengelola literatur-
Hteratur yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah
,@Jndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjadi
ngber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari buku-
Buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Di analisis dengan
&knik analisis data (content analysis). Sedangkan pengumpulan data yang
gigunakan adalah teknik dokumentar, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip, buku,
furnal, artikel, makalah, dan karya para pakar.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, didapat hasil bahwa
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah
memberikan legalitas kepada perempuan untuk dapat menjadi pemimpin baik
pemimpin. Undang-undang ini dilahirkan untuk memperkuat peranan perempuan
dibidang sosial, ekonomi, budaya, terutama dibidang politik. Berhubungan dengan
figih siyasah tidak ada larangan secara mutlak di dalam al-Qur’an akan hal ini,
namun posisi perempuan menjadi pemimpin itu mengacu kepada dua pandangan
ulama yakni ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Ulama
membolehkan perempuan menjadi pemimpin karena adanya bukti sejarah
pemimpin perempuan pada masanya seperti Ratu Balgis. Sedangkan pandangan
ulama yang melarangnya dikarenakan mengibaratkan pemerintahan itu seperti
khilafah islamiyah yang dipimpin oleh laki-laki. Jika perempuan menjadi
pemimp_Ln maka beralilah tugas laki-laki terhadapnya.
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Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadirkan atas kehadirat Allah

qges dinbusw Buese|qg 'L
rﬁn 1Bunpuiig e1did eH

T yang telah member nikmat serta hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan
-~

kesempatan, dan mengajarkan manusia, sehingga dapat menyelesaikan skripsi
=

deng&n judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan

a

aelbe

uepup-bue

sneje
=

(7))
enur@t Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Py
anusia Perspektif Figih Siyasah’’ ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang
=

mg/ﬁex Fninje

o s

tharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada halangan apapun.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad

eousaw edue)

aw serta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir
man, Amiin yaa rabbala’alamin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan

97)
%uh da@] kata kesempurnaan, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka
()

SW uep uejwNju

nqg

Rebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, jika di dalam skripsi ini
~

=
ferdapatkesalahan, maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain

2 c
karena %eterbatasan kemampuan, cara berpikir dan pengetahuan yang penulis

ns u

19

miliki. éj[as segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan
kritikar:ghdan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga
diharapEE,:an dapat membawa perkembangan di masa yang akan datang. Dalam
kesempgtan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang

V)
sebesar-besarnya  kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis

A
menyelégaikan skripsi ini kepada :

nery w



‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAiey yninias neje ueibeqes yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

AVIE YNSAS NIN
o0}

=

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad e

1t

)

g

CPAT
)

JJaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusaw eduey Ul siny eAiey yninjas neje uelbeqes diynbusw bBuese|iq ‘|

0

1.

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e3did xeH

Terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada kedua orang

©

tma dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi dan
QO
-~

mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan penulis, sekaligus
©

—

gukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada penulis
;Zékni Ayahanda Muhammad Hamdiki tercinta dan Ibunda Sukarni
érsayang serta adik-adik saya Pazri dan Handini sekaligus seluruh
Eéeluarga besar yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

%pak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, selaku PIt. Rektor UIN SUSKA Riau dan
?eluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.

Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku ketua
jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA

Riau.

@U Jumni Nelly, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak

o

mMemberi saran, masukan, bantuan, dan semangat selama masa
perkuliahan.

e

Qapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah membimbing, mengarahkan,
)

memperbaiki, dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan
<

Q

f8lah mengorbankan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini.

=

*gerimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta pengelola perpustakaan UIN
wn

EUSKA Riau atas ilmu yang diberikan serta peminjaman buku sebagai

J

ferensi penulis.
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8. Serta terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum

Ho

ta Negara (Siyasah) baik senior maupun jenior yang telah memberikan

gie

antuan dan arahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
udah-mudahan semua kebaikan yang telah penulis dapatkan menjadi

ah ﬁmal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapatkan balasan yang jauh

-Buggun 1Bunpuiig eydio yeH
lw gdi

ba(t—k dari Allah SWT baik di dunia maupun akhirat.

nejegreibegas dynbusw Buese)iq 'L

6uep§]

ﬁan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama
(7))

gi pet’n?_ulis sendiri. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala
Py

kurargan yang ada serta mohon kritikan dan saran yang bersifat membangun

ari semua kalangan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 9 Januari 2021
Penulis
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.i;ata{s‘ Belakang Masalah
= 3 Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam
S E
oy =
@nenécﬁtukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku untuk mencapai tujuan,
Cc
- 2l
Q.
gnemzengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.! Pemimpin

k<=

merypakan seseorang yang sangat penting dalam suatu lembaga atau

o e

orgalg;sasi, baik itu organisasi sosial keagamaan maupun non-keagamaan.?
=

Sebagai seorang muslim sudah selayaknya menjadikan Islam sebagai cara

pandang dalam memandang, menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan.

Di mana dalam kepemimpinan perempuan Islam bertolak dari status manusia

sebagai khalifah. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT surah al-

Bagarah ayat 30 berikut ini :

w»
/’gi° K E/// P E - w //9 - g >
a2l 156 aa s o0NT 6 el ) asCdal) =155 J6 3l

- 9' Tt . o7 /'} . A
¥ 5Méwoﬁjzuﬂle%ww ‘

C{ ‘o
B

F g
E e

do
- ~ - )/9; w - : Pt
(D) Oseds Y L (el 51 JB Sl
Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
bumi”. Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan

11eAg uej[ng jo AFIsIaArun

Weithzal Rivai, dkk. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta : Raja Grafindo

Persada, 2017), hal. 3

giartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hal. 31
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(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya
dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".(Q.S
Al-Bagarah : 30)°

Allah berfirman : 556l &4 J6 315 “Dan ingatlah ketika Rabb-mu

ber,

TIw e1dio ey o

Eman kepada para malaikat.”” Artinya, Hai Muhammad Saw, ingatlah

pun-Buepun 1Bunpuiiq e3did yeH

gkai@ Rabb-mu berkata kepada para malaikat, dan ceritakan pula hal itu
(=

kepé”ela kaumu. &ils u'pj%!\ e e G “Sesungguhnya aku hendak
Q Z " 2
Py

mer@zdikan seorang khalifah di bumi’’. Yakni, suatu kaum yang akan

menggantikan satu kaum lainnya, kurun demi kurun, dan generasi demi

generasi, sebagaimana firman-Nya : Gl Glisgs G Ad 35 s RE

“Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi ini orang yang

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan arah’’. Artinya, para

malaikat itu bermaksud bahwa di antara jenis makhluk ini terdapat orang yang
=

akarPmelakukan hal tersebut.

Seolah-olah para malaikat mengetahui hal itu berdasarkan ilmu khusus,

wejsy

I

atau?-_mereka memahami dari kata “’khalifah’’ yaitu orang yang memutuskan
=]

perlﬁ'ra di antara manusia tentang kezaliman yang terjadi di tengah-tengah
-t

2]
mergka, dan mencegah mereka dari perbuatan terlarang dan dosa.

Allah SWT berfirman &s40%5 ¥ G (i.Lp\ é\ “Sesungguhnya Aku

ejing jo

)
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’’. Artinya, Aku (Allah) mengetahui
<

V)
dalaf penciptaan golongan ini (manusia) terdapat kemaslahatan yang lebih
L <

FKementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta Selatan :

Mikhraj Khazanah IImu, 2013. hal. 2
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besar dari pada kerusakan yang kalian khawatirkan, dan kalian tidak

%“”

engetahw bahwa Aku akan menjadikan di antara mereka para nabi dan rasul
an@'diutus ke tengah-tengah mereka.*

Ayat di atas sebagai dalil yang menunjukkan keharusan mengangkat

em+mpin untuk memutuskan perkara di tengah-tengah umat manusia,

Guerzgn !5unpumq<e;d!o
w eyd

'cmengakhiri pertikaian mereka, menolong orang-orang yang teraniaya dari

=
myang)menzalimi, menegakkan hukum, mencegah berbagai perbuatan keji, dan

uepu

(7))
bertggai hal penting lainnya yang tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan

P
adaflya pemimpin, dan ‘“’Sesuatu yang menjadikan suatu kewajiban tidak
=

sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu sendiri merupakan hal yang

wajib pula’’.®

Kepemimpinan perempuan merupakan tema yang akan selalu hangat
untuk diperbincangkan. Meskipun masalah ini sudah marak dibahas dan dikaji

berulang-ulang, namun ternyata masih layak untuk dilakukan penelitian ulang

w»
sec&'fa lebih mendalam lagi. Alasannya adalah perubahan dan perkembangan
()

zamﬁn telah membawa posisi perempuan berpartisipasi dalam ranah publik.
=

=3

Saaféini semakin terlihat kemajuan dan prestasi yang dimiliki perempuan.
=]

BahEén di zaman sekarang tidak jarang bila perempuan menjadi pemimpin

dala lembaga atau organisasi. Di Indonesia juga masih banyak yang
Q

merfiperdebatkan pro dan kontra kepemimpinan perempuan dalam bidang

pubﬁk terutama dikalangan umat Islam. Hal ini wajar mengingat banyaknya

jurefg

‘Kbdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishag Al-Sheikh, diterjemahkan oleh M.

Abdul Ghdffar E.M, Tafsir Ibnu Katsir, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), hal. 100

Hbid. hal. 102
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perbedaan pendapat antara ulama dan cendikiawan yang membahas tentang

5<epe(?mmplanan perempuan di ranah publik. Namun, belakangan ini seiring

2

;E'oerk?;mbangnya zaman, sosok feminis menghiasi ranah kerja terutama dalam
©

tgkurs,‘i’ politik. Inilah perkembangan kemajuan Negara Indonesia, terutama

c

g’dala;;n kepemimpinan rakyat daerah dan kabinet kerja para menteri yang

gdisegﬂ kabinet Indonesia hebat,® seperti Megawati Soekarnoputri bernama

@ o

Iengzap Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, ia dilahirkan pada
23 £:;ig"'.lnuari 1947 di Yogyakarta, ia sebagai presiden perempuan pertama
Repgﬁ)blik Indonesia.’

Dalam kaitan kepemimpinan tantangan yang membuat perempuan
rentan untuk menjadi pemimpin karena adanya faktor budaya dalam
masyarakat yang mengatakan perempuan di bawah laki-laki, hal ini menjadi
penghambat bagi perempuan untuk dapat menjadi pemimpin. Di Indonesia

sendfri, walau sekarang sudah banyak pemimpin perempuan, tetapi sebagian

d1¢e

masih menempatkan pria sebagai monopoli, yang mana kebiasaan tersebut

we|

dariZzaman dahulu sudah mengakar.®

JJagquuns ueyingaAusaw uep ueywnyuesusw eduey Ul Sin} eA1ey yninjgs neje ueibeqas dunﬁuew Buese|q ‘L

Terdapat pasal-pasal yang mengatur persamaan hak dan kedudukan

IdATUN)

antaga laki-laki dan perempuan dalam kaitannya sebagai warga Negara
<

Indgfesia. Disebutkan persamaan hak dalam memperoleh lapangan pekerjaan,

uejn

@Ioch. Tohet dan Lathifatul Maulidia, Journal Kepemimpinan Perempuan Perspektif
Mufassir Klusantara, (Jawa Timur, Universitas Nurul Jadid), Vol. 02, No. 02 Juli-Desember 2018

umarno, Megawati Soekarnoputri dari Ibu Rumah Tangga sampai Istana Negara,
(Depok : Rumpun Dian Nugraha, 2002), hal. 1-2

Nur Ika Mauliyah, Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan
Bisnis, Ju:r'nal, (IAIN Jember), Vol. 12 No. 1 April 2019
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kehidupan yang layak, pendidikan, pelayanan hukum, hak berserikat dan

©
perkumpul serta persamaan hak dalam mengeluarkan pendapat, dan juga
QO

-~
Spasal-pasal yang mengatur tentang kepresidenan.®

1d1

©  Beberapa bait pasal yang menjelaskan secara rinci Undang-Undang

I!LU

Dasgr Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi : “‘setiap orang berhak atas

(=
er@(uan yang sama di hadapan hukum’’, kemudian Pasal 28D ayat (3) yang

6ue%u n-Buepun gBunpuqtg e;dlyeH

sudah diamandemen kedua mengamanatkan ‘’setiap warga Negara berhak
7\-

merﬂ/_iperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah’’ dan Pasal 28H ayat
(2) gang berbunyi : “’setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan’’. Dengan demikian sudah jelas di dalam
Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perempuan berhak mendapatkan
perlakuan yang sama dalam pemerintahan.™

o Kesetaraan dalam kesempatan antara laki-laki dan perempuan

Ind(ﬁwesia untuk terjun ke area politik sebenarnya sudah mendapat payung

-

Iegagtas dari aturan Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945. Dalam Pasal
49 @dang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang
=]

ber%nyi : (1) © wanita berhak memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan,

Jabaﬁn dan profesi sesuai persyaratan dan peraturan perundang-undangan’’.**

O
Dal@'n kaitan ini Handayani mengatakan ada tiga profil kepemimpinan wanita

dibilang politisi : Pertama, Achieved woman politican, model pemimpin
wn

]
*Nurlita Fadhilah Isnaini, Kepemimpinan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2087 Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta : Ul), diakses tanggal 3 Agustus 2020

]ﬁUndang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (Surabaya : Pustaka Agung

Harapan)mhal 78

§Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
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\

politik perempuan ini adalah model pemimpin wanita yang menekuni dunia

goollgk karena memiliki kemampuan intelektual dan organisatoris yang
E;mandlrl Kedua, Aschribrd woman politician, model ini bahwa wanita
gmergperoleh jabatan politik karena ada hubungannya dengan laki-laki tertentu
gyan:-memlllkl kedudukan politis yang penting. Ketiga, politisi wanita yang
‘gc,mergapai kedudukan politik karena mempunyai kolusi dengan birokrasi.*?

s ccn Selain itu, dalam UU lain adanya kebijakan afirmatif dengan

»
mer;%erikan kuota 30% bagi perempuan yang diatur dalam Undang-Undang

Pem’;Piu Legislatif (UU Nomor 8 Tahun 2012), maupun ratifikasi berbagali
konvensi mengenai HAM, merupakan bgian dari kebijakan diskriminasi
positif dalam rangka mengingkatkan jumlah keterwakilan dan peran politik
perempuan di DPR.*
Mengingat kembali bahwa Islam sebagai agama paripurna telah
meletakkan ukuran-ukuran yang tepat bagi segala ruang dan waktu kehidupan
w»

kerr%nusiaan. Keseimbangan menjadi titik penting dalam penetapan ukuran-

ukuEan tersebut. Realitas adanya laki-laki dan perempuan adalah salah satu
=

JJaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusaw eduey Ul siny eAiey yninjas neje uelbeqes diynbusw bBuese|iq ‘|

sun@tullah keseimbangan, dimana kedua jenis makhluk Allah SWT tersebut

=]
bisag'saling melengkapi dan bekerja sama secara proposional pada segala
-t

medan kehidupan.

Q
& Dalam Islam, setiap manusia pada hakikatnya adalah pemimpin baik
s

baggdirinya sendiri maupun apa yang dipimpinnya, sehingga seorang
wn

]

¥2Rahmat Timorita Y, Kepemimpinan Wanita di Indonesia Perspektif Budaya dan
Agama, Jarnal, UNISIA No. 52/XXVI1/11/2004. hal. 195

5°Nalom Kuriawan, Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan
Mahkamﬁh Konstitusi Nomor 22/24/PUU-V1/2008, Peneliti Pusat PATIK MK, Jakarta, Jurnal
Konstltus_quI. 11, No. 4, Desember 2014
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pemimpin suatu saat akan dimintai pertanggung jawabannya. Hal ini

= ©
)
; eb%)galmana hadits yang berasal dari Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh
)
glbnlbUm arra:
2 B ,
@u\%:ﬂ;ai;,;id;gus;;;;) > o a2 el o el g o A A
(= - ’
=] — 1 @ £°

s e edd \.’e"f \b’”’Aﬁl.&KU\
‘g“—ﬁj Ml e Y0 ads JW('-Q%C)V-QSYJ WL.N uu
£ G L s 8 g 4 s 8
0,3 ;.%;{

AN

i ﬁmy)owdb&CJWJWdW&ﬁwﬁ%

w 15 @ , oz J ‘o -
x //"/
Q0

Artigya :“’Saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda : setiap orang
o adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas
=

kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta
pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang
suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang
isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya
perihal tang gung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang
pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara
barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang
dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya
(diminta pertanggungan jawab) dari hal-hal yang dipimpinnya”’

o Hadits di atas menerangkam bahwa sifat tanggung jawab sangat
=
dijurﬁung tinggi dalam ajaran Agama lIslam. Dikarenakan tanggung jawab

berh@bungan dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap

manl;isla adalah  pemimpin yang akan mempertanggungjawabkan
=]

kepeﬁiimpinannya, baik memimpin dirinya sendiri maupun memimpin orang

lain dalam lingkup yang banyak. Manusia memiliki tanggung jawab yang akan
Q

diperffangung jawabkan. Nilai-nilai akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam
=

untug umatnya syarat dengan ketentuan tanggung jawab dari setiap muslim

wn
terhéﬁap dirinya sendiri karena ia sebagai individu, dan terhadap orang banyak

,..

#alqatul Husna, Kepemimpinan Islami dalam  Meningkatkan Mutu Lembaga

Pendidikah Islam, Jurnal, Misykat, Volume 02 Nomor 02 Desember 2017

§Achmad Sunarto, dkk, Shahih Bukhari, (Semarang : Asy-Syifa, 1993), hal 328
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=

arena ia sebagai anggota masyarakat, serta terhadap umat Islam mengingat ia

©
dalah bagian dari umat Islam.
QO

OgieH

E : Pada dasarnya manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah
geor%g pemimpin, dan pokok dari suatu kepemimpinan dalam Islam adalah
%angilng jawabnya. Tanggung jawab disini lebih kepada mewujudkan
‘i!:(esejghteraan dan kebaikan bagi apa yang dipimpinnya atau sebuah kebijakan
%an itindakan seorang pemimpin haruslah berkait langsung kepada

(=
kesejahteraan apa yang dipimpinnya (tasharruf al-imam‘ala al ra’iyyah
Q0

mandthun bi al-mashlahah).*®
QD

< Kaidah figih yang terkait dengan kepemimpinan seseorang terhadap
orang lain ini sangat erat kaitannya dengan segala bentuk kepemimpinan,
terutama dengan kepemimpinan yang menyangkut kehidupan orang banyak.
Sehingga kaidah ini memberikan batasan pasti terhadap kepemimpinan dalam
bentuk perintah bagi orang yang memimpin untuk melakukan segala tindakan
denggn dasar mashlahah yang ingin diraih untuk semua orang yang ada di
bawe({iﬁ kepemimpunannya. Sekaligus adanya larangan bagi mereka untuk
melagukan tindakan yang dapat mendatangkan bahaya atau kerugian bagi
orané:orang yang dipimpinnya.*’

§ Tidaklah mengherankan jika di masa Nabi Saw ditemukan sederetan
namgperempuan yang memiliki reputasi dan prestasi cemerlang sebagaimana
yanggdiraih laki-laki, dalam jaminan al-Qur’an perempuan dengan leluasa

=~
dapaf;)memasuki sektor kehidupan di masyarakat, termasuk politik, ekonomi,
<

<)

5
Blpid. hal. 238
PAhmad Rifai, Implikasi Kaidah Figih Tasharuful Imam Al-ra’iyyah Manuutu bil

Mashlahah Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia, Al Maslahah Jurnal
Hukum d§h Pranata Sosial Islam, Staialhidayah Bogor. hal. 300
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an berbagai sektor publik lainnya.’® Jadi, masalah mengenai hak untuk

= ©

nﬁwenwduki jabatan penguasa bagi perempuan para ulama berbeda pendapat.
g 9

E_u’é\da : beberapa pendapat membolehkan, ada juga melarang, bahkan
2 B

anengharamkannya.

¢ 3

& = Pelarangan sebagian ulama terhadap perempuan untuk menjadi
= -~

«Q

@em@pin secara normatif selalu mengacu pada al-Qur’n surat an-Nisa’ ayat 34
2

«Q

yangﬁﬁimaknai secara literal bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan.
(7))

Di sa;;nping itu juga mendasarkan pada sumber teks otoritatif lainnya, yaitu
Py

hadié Rasulullah yang menyatakan, : *’Tidak akan bahagia suatu kaum
(bangsa) yang dipimpin oleh seorang perempuan’’. Menurut mereka
perempuan haram aktif di pentas politik, di samping ketidakmampuannya
untuk memimpin karena mereka kurang akal, dan agamanya, juga kehadiran
perempuan bersama laki-laki kerap menimbulkan fitnah.'® Selain itu, Yusuf

Qardawi berpendapat bahwa perempuan dilarang menjadi kepala Negara
w»
karel‘;tba potensi perempuan biasanya tidak tahan untuk menghadapi situasi
konfepntasi yang mengandung resiko berat.?
=

© Penerapan tafsir tentang mutlaknya kepemimpinan laki-laki dalam

I
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un

kelua::Dr'ga telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Laki-laki adalah pemimpin

bagiiﬁerempuan.ﬂ Islam sebenarnya banyak memberikan perbaikan terhadap

=]
-

Bsiti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Gender, (Yogyakarta : Kibrar Pres, 2009), hal.
60-61 =

aRidwan, Kepemimpinan Politik Perempuan Literatur Islam Klasik, Jurnal studi gender
dan anak.=(IAIN Purwokerto) Vol. 3, No. 1 Jan-Jun 2008, hal. 17-29

#Yusuf Qardawi, Malamih al-Mujtama’ Allazi Nasyuduhu, diterjemahkan oleh Setiawan
Budi Utomio dengan Judul Anatomi Masyarakat Muslim (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2000), Cet.
I, hal. 295

%Sri Suhandjati, Kepemimpinan Laki-laki Dalam Keluarga : Implementasinya pada
Masyarakat Jawa, dalam Jurnal Teologia, Vol. 28, No. 2 Desember 207, hal. 329
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ehidupan perempuan, al-Qur’an menempatkan perempuan dan memberikan

T ©

nﬁak ;kepadanya sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki.?> Menurut

2

Qlasraddln Umar, seorang cendekiawan muslim kontemporer yang menyatakan

2 B

Pahwa tidak ada satupun dalil, baik dari al-Qur’an maupun hadits yang
3

elaféng kaum perempuan aktif di dunia politik. Hal ini merupakan hak yang

egun 16

|m|&_k| oleh seorang perempuan untuk terjun ke dalam bidang politik baik

Buepgﬂ -Bu

ba& pejabat atau pemimpin negara. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa
perempuan-perempuan di sekitar Nabi terlibat aktif dalam dunia politik.
Nasrgddin juga mengungkapkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama
memiliki  fungsi sebagai khalifah di muka bumi yang akan
mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah SWT.%
Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh memegang
jabatan penting seperti jabatan kepala Negara, hakim dan sebagainya. Akan
tetapi, kalau dilihat realitasnya dalam sejarah Islam yang tampil sebagai

w»
pemijgnpin. Aisyah isteri Nabi diakui sebagai seorang mufti (orang yang diberi

-

wewEnang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad). Maka dia
=

mem:l%'erikan fatwa kepada segenap sahabat Nabi yang lain (Abu Bakar, Umar,
=]

IbnuED'Abbas, dan lainnya). Bahkan kedudukannya sebagai panglima pada

peraig unta juga diakui.**

% [uejng jo

<&Abd. Salam Arief, Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam : Antara Fakta dan Realita

Kajian Péfnikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut, (Yogyajarta : LESFI, 2003), hal. 103.

2Nasruddin Umar, Kodrat Perempuan dalam Islam, (Jakarta : Fikahati Aneska, 2000),

hal. 49 A

3Li|y Zakia Munir, Mempromosikan Kodrat : Perempuan dan Perubahan dalam

Perspektifislam, (Mizan, 1999), hal. 170
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Dalam realitas keseharian kita (zaman modern) mengenai adanya

©
er eﬁlpuan yang mampu memerankan fungsi kepemimpinan dalam berbagai

2

ektgr kehidupan menandakan adanya potensi yang sama antara laki-laki dan

puulqne;dg

perq,npuan sebagaimana adanya laki-laki yang tidak mampu melaksanakan

un

eraBﬂ kepemimpinan. Artinya, laki-laki dan perempuan tidaklah bisa

|ka¢akan memiliki kelebihan potensi kepemimpinan semata-mata dari jenis

pu%_ﬁue%n 16

Bue

kela@51innya saja.”®> Setiap orang mempunyai hak yang sama, tanpa
mer%andang perbedaan ras, budaya dan jenis kelamin. Siapapun mempunyai
hakg’mtuk menjadi pemimpin asalkan dia memiliki kompetensi dalam hal
tersé:but.

Dilihat dari jenis kelamin bahwa Allah SWT menciptakan manusia
hanya dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Di dalam al-Qur’an
tidak ada larangan keras terhadap pemimpin perempuan dan begitu juga
berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Marggsia yang menjadi kontroversi tersebut yakni adanya persepsi para ulama
dan gendikiawan terhadap kepemimpinan perempuan. Dalam Undang-Undang
Norg(_)r 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini sangat melindungi
hak%ak manusia di dalamnya termasuk hak perempuan.

g_ Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian
meréenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam penelitian. Penulis
me rﬁ;b at Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan
Mer

ut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

/(

Maususm Perspektif Figih Siyasah”

wiqey| J

Amlr Syarifuddin, Meretas Kebekuan ljtihad, (Jakarta : Ciputat Press, 2005), hal. 122
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ofi

atasan Masalah

g é@): Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis akan membatasi
%enejltlan ini mengenai kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang
E:Nor:;or 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kepemimpinan
gPere§1=hpan Menurut Perspektif Figih Siyasah.

Blﬁpun-ﬁue
n

unﬁ an Masalah
(=
w
-~

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka

e

rumdésan masalah yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut :
©

1. I§agaimana kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?

2. Bagaimana kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 perspektif figh siyasah ?

. Tujuan Penelitian
w»

;gkdapun tujuan penulisan untuk penelitian ini adalah :

1. E‘ntuk mengetahui kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang

zJlaquins uemnqe/(uau(gep ueywnyuesuaw eduey (Ul sijn} A1ey yninjes neye uelbeqes dunﬁuew Buese|q ‘L

lomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

N

ntuk mengetahui kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang

SJG@UHZI[

MNomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berdasarkan

Jo

perspektif figih siyasah.

uejn

E. Kegumaan Penelitian

eA

1. Hasil Penelitian ini diharapkan berguna baik kepentingan teoritis maupun
A
§[aktis. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna untuk menambah

nery w
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pengetahuan serta memperkaya khazanah hukum politik Islam dan Hukum

©

Fata Negara Indonesia yang berhubungan dengan kepemimpinan

QO
oy

perempuan.
s
Secara praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan acuan dalam
3

melakukan praktek hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan
=

%rempuan.

ﬁiajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum
(7))

(\EH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Py

gyarif Kasim Riau.

. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research), menurut Mestika Zet, penelitian
erustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode
Egngumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengelolah
@

Bahan penelitian.?®

I

mber Data

[g)l)

Sumber data di sini menggunakan bahan hukum yang dibagi

BISIdATU

'enjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoratif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan

Y JuieAg uejn@ jo

#EMestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,

2004), hak'3

nery
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\

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi

= ©
i T atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan keputusan
T o
é : hakim.?” Dalam tulisan ini bahan hukum primer yang digunakan
2 B
é o adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
2 g
c
2 = Manusia.
‘g -~
s B: Bahan Hukum Sekunder
o Z
=]
. ccn Bahan hukum Sekunder merupakan data yang Dbersifat
(7))
& membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta
Py
g memberikan penejelasan.”® Seperti jurnal-jurnal, artikel dan lain
sebagainya.

Adapun bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah :

1. Islam Kepemimpinan Perempuan Dan Seksualitas (Neng Darah
Afifah)

2. Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen : Studi Kinerja Legislatif

Perempuan di Tingkat Lokal (Nina Andriani)

3. Pemimpin dan Kepemimpinan (Kartini Kartono)

4. Fiqih Siyasah (Jaih Mubarok)

JJaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusaw eduey Ul siny eAiey yninjas neje uelbeqes diynbusw bBuese|iq ‘|

5. Figih Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Suyuti Pulungan)

. Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan di
Indonesia (Hertina Sahban)

7. Perempuan Dalam Politik, Kepemimpinan Perempuan Perspektif

Al-Qur’an (Lily Faizal)

HeAg uejng yo AJISIdATU) dIWER[S] 3}e}S
o

Hpeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup,
2009), hals141.

#Janathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha
lImu, 2008), hal. 17
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‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eA1ey yninjas neje ueibeqes yeAuequadwaw uep ueyjwnwnbusw Buele|iq 'z

AVIE YNSAS NIN
o0}

&

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad e

)

S,
\/Ia

>

%0

@Pqwns ueyjngaAusw uep ueywnjueousw eduej 1ul sin} eA1ey yninjes neje uelbeqges diynbusw buelejqg ‘L

Buepun-Buepun !ﬁuggumo e1d1d yeH

LT

15

8. Perempuan Dalam Kancah Politik (Mashur Malaka)

g 9. Kepemimpinan Wanita di Indonesia Perspektif Budaya dan Agama
j% (Rahmat Timorita)

gknik Pengumpulan Data

% Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library reaseach
;:éialah teknik dokumentar, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi
gmtaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, atau karya
?ﬁra pakar.

P

4. Tgknik Analisis Data
=

. Sist

me

akal

Untuk menganalisis data yang terkumpul dan diklarifikasikan
sesuai dengan kebutuhan penulis, diperlukan tehnik analisa yang tepat,
penelitian ini menggunakan teknis analisis isi (content analysis). Analisis
isi artinya teknik yang dipergunakan untuk menganalisis makna yang
terkandung di dalam data terhimpun melalui riset kepustakaan,?® dimana
w»

penulis akan menganalisis kepemimpinan perempuan menurut undang-
()

gndang nomor 39 tahun 1999 perspektif figih siyasah.

atika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penulis

;!sxaAgugl ST

bagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian

o=

J

Rg

diuraikan menjadi sub-sub bab.

JrreAg uejp

PBurhan Bungin (ED), Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2001), Hal.187

i e

nery w
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Bab | Pendahuluan pada bab ini memuat latar belakang masalah,

gbatagan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
&

z-,met(fa_;je penelitian dan sistematika penulisan.

=

§ E’ Bab Il Tinjauan umum pada bab ini berisi sejarah Undang-Undang
§Nor§6r 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan landasan Undang-
E:Undgng Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

@

Bab Il Tinjauan Teoritis Pada bab ini berisi pengertian pemimpin,

sng

Gaya_ dan sifat kepemimpinan, Syarat dan kewajiban pemimpin, pengertian

d

kepe;mimpinan perempuan, kepemimpinan perempuan dalam al-Qur’an, serta
pandangan ulama mengenai kepemimpinan perempuan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasa ini memuat kepemimpinan
perempuan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia dan kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 Perspekti figih siyasah.

Bab V Penutup dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan

S| 23elg

sarapryang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya.

nery wisey JrredAg uejpng jo AJISIaAIU) d1W
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BAB 11
= ©
~ TENJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 39
T o
§ : TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
2 B
£ 35
.§eja§ah UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
oy =
@ ; Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa
Cc
=
Q.

sejaE lahir yang secara kodrat merekat pada setiap manusia dan tidak dapat

Bue

dig@at karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut
seba%aimana tertuang dalam UU No. 9 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :
©
Rak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan sera perlindungan harkat dan martabat manusia.*

@ Berdasarkan hal tersebut di atas dikatakan bahwa hak asasi atau hak-
0

o}

hakfokok bersifat universal. Buktinya adalah bahwa hak dasar ini dimiliki

e

oleEsetiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi siapapun dari

marg_ dan kapanpun manusia berada itu berbeda. Sejarah perkembangan Hak
<

Asag Manusia tidak terlepas dengan sejarah berdirinya perserikatan Bangsa-

Ban&sa (PBB). Ketika menandatangani Piagam PBB pada Tahun 1945, timbul
9p]

per@kiran tentang perlu adanya hak-hak manusia yang perlu dijunjung tinggi
=~

seba'éai hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab internasional. Maka
<

V)
pada:Tahun 1946, PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia dengan tugas

o)

gUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

nery
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untuk merumuskan rancangan ketentuan internasional tentang hak-hak asasi

%mangsia. Hak Asasi Manusia baru dikenal secara internasional setelah
édeklaram HAM oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Sedangkan
glnd:;nesm telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus
§194§- Namun demikian para pendiri negara dan bangsa ini sadar betul akan
;::hakgkat HAM tersebut, sehingga ketika menyiapkan naskah piagam untuk
@

kenfé’rdekaan Indonesia (yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta 22
»

JuninzL945), dengan tegas pada alinea pertama naskah tersebut menyatakan :
”éahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan .

Rumusan Piagam Jakarta inilah yang dengan beberapa perubahan

dijadikan Pembukaan UUD 1945 %

Perkembangan wacana hak asasi manusia dalam diskursus politik dan
w»

Lo

keta%megaraan di Indonesia, paling tidak dalam kurun waktu setelah
kerr%rdekaan. Hak Asasi Manusia ini ditandai dengan perdebatan yang
intefrj:éif dalam tiga periode sejarah ketatanegaraan, yaitu mulai dari tahun
194§,' sebagai periode awal perdebatan hak asasi manusia, diikuti dengan
periéde Konstituante (tahun 1957-1959) dan periode awal kebangkitan Orde
Barlzzn" (tahun 1966-1968). Dalam ketiga periode inilah perjuangan untuk

me@adikan hak asasi manusia sebagai sentral dari kehidupan berbangsa dan

wn
bernégara berlangsung dengan sangat serius. Namun wacana hak asasi

Ay

]

»S. Masribut Sardol, Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia, Jurnal

I

Vol 1, Nesl, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, 2014
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manusia gagal dituangkan dalam hukum dasar negara atau konstitusi.

©

erjgangan itu memerlukan waktu yang lama untuk berhasil, yaitu sampai
QO

ataf_i;gnya periode reformasi (tahun 1998-2000).*

©
eriadle-periode Perkembangan Hak Asasi Manusia
3
Periode Awal
=
g Pada waktu menyusun konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945

é’rjadi perdebatan mengenai apakah hak warga negara perlu dicantumkan
»

galam pasal-pasal Undang-Undang Dasar ? Soekarno dan Soepomo
gengajukan pendapat bahwa hak-hak warga negara tidak perlu
dicantumkan dalam pasal-pasal konstitusi dikarenakan mereka
memandang mengenai dasar negara yang dalam istilah Soekarno disebut
“Philosofische  grondslag’’ atau dalam istilah Supomo disebut
“Staatside’’ yang tidak berlandaskan pada faham libralisme dan
kapitalisme. Pandangan mereka bahwa jaminan hak warga negara itu

w»
E}arasal dari revolusi Prancis yang menyebabkan terjadinya peperangan

I

h 4 33
antar manusia.

2021

=
Z Sebaliknya, Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin tegas
=]
Ejérpendapat perlunya mencantumkan pasal mengenai kemerdekaan
Berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun
Q
tulisan di dalam Undang-Undang Dasar. Disebabkan Hatta setuju dengan
s
genolakan terhadap libralisme dan indibidualisme, tetapi ia kwatir dengan
wn
<
2

2

=http://ojs.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/rt/printerFriendly/105/134 diakses 1 April

A

#RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, (Jakrta : Universitas

Indonesiaz 2004), hal. 352
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keinginan untuk memberikan kekuasaan seluas-luasnya kepada negara,

©

btsa menyebabkan negara yang ingin didirikan itu terjebak dalam
QO

goritatif. Begitu juga dengan Muhammad Yamin yang menolak segala
©
alasan-alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya. Aturan dasar
3

tidaklah berhubungan dengan librarisme, melainkan semata-mata satau
=

%mestian perlindungan kemerdekaan, yang harus diakui dalam Undang-

@’ndang Dasar 1945. Dalam hal tersebut BPUPKI menerima pendapat

(2]

gatta dan Yamin sehingga hak asasi dimasukkan dalam UUD namun tidak
Py

Eie'rlalu luas, hanya sekedar hak asasi warga bukan hak asasi manusia *
Periode Konstituante — Orde Baru

Perdebatan tersebut tidak berakhir begitu saja. Berbicara mengenai
hak asasi manusia muncul kembali sebagai usaha untuk mengoreksi
kelemahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Konstituante.

Perdebatan di periode Konstituante semakin sengit, diskusi di Konstituante
w»
%Iatif lebih menerima hak asasi manusia dalam pengertian natural rights

-

a’an menganggapnya sebagai substansi Undang-Undang Dasar. Perdebatan
=

dikonstituante sebenarnya telah berhasil menyepakati 24 hak asasi manusia

un

yang akan disusun dalam satu bab pada konstitusi. Namun sangat

SI

disayangkan, konstituante dibubarkan oleh Soekarno yang mengakibatkan

JO

kesepakatan-kesepakatannya yang telah dicapai dalam konstituante ikut

kesampingkan, termasuk kesepakatan mengenai hak asasi manusia.

qey] Juredg u@jn

R

ibid,. hal. 355
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3. Periode Reformasi
Pada periode reformasi ini muncul kembali perdebatan mengenai
nstitusionalitas perlindungan hak asasi manusia. Perdebatan kali ini

kan lagi soal-soal konseptual berkenaan dengan teori hak asasi manusia

w g‘;dl%—er ©)

tetapi pada soal basis hukumnya, apakah ditetapkan oleh TAP MPR atau

A

gmasukkan dalam UUD 1945. Karena kuatnya tuntutan dari kelompok-

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e3did xeH

@Iompok reformasi ketika itu, maka perdebatan bermuara pada lahirnya

(2]
-

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, isinya
Py

é’ukan hanya memuat Piagam Hak Asasi Manusia, tetapi juga memuat
amanat presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan

perlindungan hak asasi manusia, termasuk mengamanatkan untuk

meratifikasi instrument-instrumen internasional hak asasi manusia.*

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q
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Hak-hak asasi manusia menurut Ketetapan MPR No.

XVII/MPR/1998 meliputi :
w»

1. %ak untuk hidup

2. E|ak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
=

=3
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3. E’:fak mengembangkan diri

= |
4. Hak keadilan

SI9

5. Hak kemerdekaan

A

k atas kebebasan informasi

=2
[n%JO

ak keamanan
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ak kesejahteraan

I

qe)] J

wR

RANHAM (Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia)
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9. Hak perlindungan dan pemajuan

©
T Periode reformasi ini merupakan periode yang sangat ‘’frindly’’

QO

terh;_;}dap hak asasi manusia. Berbeda halnya dengan periode Orde Baru yang
©

mekancarkan “’black-campaign’’ terhadap isu hak asasi manusia. Presiden BJ.
3

Habibie dan DPR sangat terbuka dengan tuntutan reformasi, maka sebelum
-~

pro%s amandemen konstitusi bergulir, presiden lebih dahulu mengajukan

Buepun-6uepun 1Bunpuiig e3dio yeH

Ra&angan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ke Dewan Perwakilan
(7))

Ral@at untuk dibahas. Pembahasan di DPR juga tidak memakan waktu yang
Py

Iarriei dan pada tanggal 23 September 1999 telah dicapailah konsensus untuk
mengesahkan Undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang tersebut dilahirkan
sebagai turunan dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia.

Substansi HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 pada dasarnya
w»

Lo

me:}lpakan pengembangan hak menurut Ketetapan MPR  No.

X\&I/MPR/1998, yang memuat hak pokok terdiri dari :
=

1. E:fak untuk hidup

=]
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

SI9

3. Hak mengembangkan diri

A

k memperoleh keadilan

&
uEjngyo

ak atas kebebasan pribadi

o
RS

ak atas rasa aman

ey Jux

ug

S. Masribut Sardol..., Op. cit
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7. Hak atas kesejahteraan

©

Htak untuk turut serta dalam pemerintahan
QO

gak khusus bagi wanita

di

10. Hak anak®’

ol_andasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Harus diakui bahwa penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia

mastA tetap membutuhkan landasan yang baku dan kuat. Perubahan

it
pem%kaian konstitusi di Indonesia sejak masa kemerdekaan menunjukkan
fluktuasi jaminan HAM di Indonesia. Amandemen terhadap UUD 1945
barangkali bisa mengarah pada perbaikan jaminan HAM, namun ahli hukum
pada umumnya melihat bahwa UUD 1945 dan UUDS 1950 lebih
mengakomodasi jaminan HAM. Dengan kata lain, sejumlah konstitusi yang
pemgh diterapkan di Indonesia menunjukkan adanya sikap maju mundur

terhgdap penegakkan dan perlindungan HAM.

Dalam hal ini Lubis (1993) menengarai UUD 1945 hanya memuat

drure

beb&apa pasal terkait dengan HAM, UUD 1945 cenderung mengadopsi dan
<
merférima universalitas HAM, UUDS 1950 memperluas cakupan HAM.*® Dan

pen&;unaan kembali UUD sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai langkah

9p]
mur@ur dalam penegakan HAM di Indonesia. Dari kajian historis, kebanggaan
=~

terhgdap munculnya pemikiran dan penerapan HAM bisa dilacak dari hal-hal

jrrek

Abid. Jurnal
ELubis, Soepomo UUDS 1950 Progresif, Liberal, dan Berlebihan dalam Melayani HAM,

(t.t, 1993% hal. 5
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yang dilakukan rakyat dan tokoh-tokoh nasional perjuangan Pangeran

g;Dlp%egoro di Yogyakarta dan Tjoet Nja' di Aceh, Korespondensi Kartini
;(pergamaan derajat perempuan dan laki-laki serta hak menapat pendidikan),
ghlng%a ke masa yang relatif lebih bersifat kekinian seperti pendirian Komisi
g-,-Nas%nal HAM (Komnas HAM). Persoalan perbaikan dan perlidungan HAM
3

an%laln di Indonesia muncul dari kontroversi penerapan UU tentang HAM,

Bueein

guggfan terhadap eksistensi Komisi Nasional HAM, serta penerapan hukum
»
bagb;?elanggar HAM yang banyak dipertanyakan masyarakat.™
g Dasar hukum yang dijadikan landasan pemajuan dan perlindungan
HAM di Indonesia terdapat dalam Perundang-undangan. Pengaturan HAM
dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan masing-masing
memiliki kelebihan dan kekuarangan. Kelebihan pengaturan HAM dalam
UUD/konstitusi memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat kuat,
karena perubahan dan/atau penghapusan pasal-pasal dalam konstitusi seperti

w»
dalaéén ketatanegaraan di Indonesia dilakukan melalui proses amandemen dan
refegndum.
Dasar hukum Hak Asasi Manusia berlandaskan pancasila yang
menjadikan sebagai pelindung HAM, yaitu di antaranya seperti berikut :
1. Adanya pengakuan pancasila pada HAM yang memiliki martabat dan

rkat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

;[nggo A)IS.I%{LI[] druwa

s

danya pengakuan pancasila pada HAM untuk mengakui bahwa Kkita

alah sama dan sederajat dalam mengembangkan hak maupun kewajiban

J!J%SS v

PKurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto, Hak Asasi Manusia (HAM) di

Indonesmﬁ? Menuju Domestic Governances, Jurnal Iimu Sosial dan Politik, Vol 8, No. 3, Maret
2005 (29@308)
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yang sama dengan menghargai sesama manusia tanpa harus membedakan

©
menurut agama, keturunan, jenis kelamin, kepercayaan, suku bangsa,
QO

fWarna kulit dan kedudukan sosial.

gama-sama mengembangkan sikap mencintai, tidak sewenang-wenang
%\n sikap tenggang rasa sesama manusia.

é:elalu menjalin kerjasama dan saling menghormati.

gkap keberanian yang selalu dikembangkan dalam diri sendiri maupun
:[’e:epada sesame dalam membela keadilan, keberanian, jujur dan sikap adil.
gi?lenyadari akan derajat sesame manusia yang sama dan menyadari bahwa

c
warga negara Indonesia merupakan bagian umat manusia.*°

Dalam rangka sebagai penguat jalannya kebijakan terhadap Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan

memberikan perlindungan dan mempertahankan HAM di Indonesia telah

dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan

Kepytusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang mempunyai tugas :

1.

>
I ru NDTu

3.

o)
Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM,
w

ik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional.

engkaji berbagai instrument PBB tentang HAM dengan memberikan

ran tentang kemunginan akses dan ratifikasi.
Memantau dan menyelididki pelaksanaan HAM serta memberikan
<

ﬁendapat, pertimbangan dan saran kepada instansi pemerintah tentang
wn

f o
aelaksanaan HAM.

4.&Mengadakan kerjasama regional dan internasional di bidang HAM**

fure

Phttp://cerdika.com/dasar-hukum-ham-di-indonesia/ diakses 3 April 2021
% Endri, Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal

Selat, Okfpber 2014, Vol. 2 No. 1
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~ KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM FIQIH SIYASAH
: =
= (¢}
.Pengertian Kepemimpinan
S o
% 3 Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi menajemen yang
S =
oy =
@nendcﬁduki posisi strategis dalam sistem dan hierarki kerja dan tanggung jawab
Cc
- 2l
Q.

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q
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g)adaﬁebuah organisasi.* Kepemimpinan dapat diartikan sebagai pelaksanaan
(=
otoritas dan pembuatan keputusan. Ada juga yang mengartikan suatu inisiatif

Q0
untukPbertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka

®
mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan.*
Bebagai defenisi kepemimpinan yang dijadikan acuan dalam ranah
perkembangannya antara lain sebagai berikut :
1. Kepemimpinan merupakan kekuatan moral yang berdaya cipta dan
mengarahkan.
2. I§epemimpinan merupakan seni mengarahkan orang lain mau berjuang
gemi mencapai peluang bersama.

~
3. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi sekelompok orang yang

(o]
grorganisasi demi pencapaian sasaran mereka.

A

4. &epemimpinan berarti mengidentifikasi area ketidakpastian dan

A3

kebingungan yang produktif dan membawa organisasi ke area tersebut

SJ

Gntuk  meraih  keuntungan  kompetitif atau  manfaat lain.

Tedg ue)

#Nasharuddin Baidan dan Erwati Aziz, Etika Islam dalam Berbisnis, (Yogyakarta :

Pustaka P&lajar, 2014), hal. 126

BMiftah Toha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Perilakunya, (Jakarta : Raja

Grafindo Persada, 2006), hal. 259
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5. Kepemimpinan berarti mengarahkan dan menyelaraskan tugas para

r ©

> anggota kelompok.

-§' QO

“é6. Kepemimpinan merupakan proses di mana seorang pelaku menggerakkan
g anahannya untuk berprilaku sesuai yang diharapkan.*

Q

§ %Ianjutnya pengertian kepemimpinan berdasarkan terminologi terdapat
S =

‘;bebec_apa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut
g =

&nsiklopedi Umum diterangkan bahwa kepemimpinan adalah hubungan yang
erat %ﬁtara seseorang dengan sekelompok manusia karena adanaya kepentingan
berszg]na, hubungan itu ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing
dari Eada manusia yang seorang itu. Manusia atau orang ini biasanya disebut
dengan memimpin atau pemimpin, sedangkan kelompok manusia yang
mengikutinya disebut dipimpin.*

Selain beberapa defenisi di atas, ditemukan pula istilah kepemimpinan
dalam terminologi Islam. Terdapat beberapa istilah dalam Islam yakni khalifah,
Imarg?h, dan Imarah. Pengertian khilafah, imamah, dan imarah tersebut, baik
dari g:egi etimologi maupun secara terminologis, menunjukkan bahwa istilah-
istila§ itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik
untugmenggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.
Kem_%dian pendefenisian khilafah dan imamah tersebut memperlihatkan

adanya hubungan timbal balik antara agama dan negara, yakni saling

Q

Lo . .
memgrlukan dalam perkembangan masing-masing.*°

=

G uel|

]
#Aspizain Chaniago, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia,

2017), Ceék I, hal. 12

PPringgodigdo, Ensiklopedi Umum, goole books, (Yogyakarta : Kanisius, 1993), hal. 549
@ Sayuti Pulungan, Figih Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta : Raja

Grafindo Persada, 1997), hal. 45
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Khalifah bisa pula berarti “’penguasa besar atau paling tinggi’’ (al-

%ulthgn al-a’zham). M.H. Abbas mengartikannya dengan ‘’pengganti nabi’’

'g

:gTheguccessor of the Holy Prophet). Dalam Ensiklopedi Indonesia, khalifah
©

gda% istilah ketatanegaraan Islam, dan berarti kepala Negara atau pemimpin

c

gertlr%gl umat Islam. Menurut istilah, dan dalam kenyataan sejarah, khalifah

gdalai “’pemimpin yang menggantikan nabi dalam tanggung jawab umum

@ o

terh%ap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti Undang-

Und%g-Nya yang mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia dan
0]

orangc hina di depan kebenaran sebagai Khalifah Rasul dalam memelihara
agama dan mengatur dunia’’. Al-Maududi juga mengatakan : Khalifah adalah
pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti rasul.*’
Menurut Al-Mawardi, pemimpin dikembangkan untuk menggantikan
kenabian (nubuwah) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan

w»
duni@: Pelembagaan pemimpin menurutnya adalah fardhu kifayah berdasarkan
()

1jma'§ ulama. Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah al-
5

khulafau’al-Rasyidin dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik Bani
G

=]
Umair'yah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik

umatz Islam. Pandangannya ini juga sesuai dengan kaidah ushul yang
Q

meny}takan ma la yatimma al-wajib illa bihi fahuwa wajib (sesuatu kewajiban

—

—e
tidakssempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga
wn

<
hukutnya wajib). Artinya menciptakan dan memelihara kemaslahatan

o)

ibid. hal. 49
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adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah

muslim atau kaum muslimin dalam umat (yaitu seorang khalifah) untuk
melindungi Islam dan menyebarkannya, serta tugas-tugas lainnya. Imarah
)

Rhusus ini lebih dikenal dengan khalifah, Imamah, atau Amirul
o
Mu’minin.
(o]

49

~T ©

O Negara.”

2z |2

tg § o Defenisi dari Imarah yang berasal dari kata amir adalah orang yang
@ 3 ©

‘éénemﬁlki wewenang (kekuasaan). Syaikh Umar Bakkri Muhammad membagi
s =

» c

% g-marah atau kepemimpinan dalam Islam menjadi dua bagian yaitu :

cq &

§ gl) fmarah Khoshoh (Imarah khusus), yakni : kekuasaan spesifik (khusus) dari
58 <

(<=

8 N %orang amir (pemimpin) atas para pengikutnya untuk kewajiban khusus
c »

c x

§ %Jla. Seperti kewajiban adanya seorang amir dalam sebuah perjalanan
2 2

= E’amir safar) yang mana adanya seorang amir tersebut maka muncul
2]

3.

g kewajiban khusus kepadanya dan untuknya (amir) yang berkaitan hanya
©

Q

§ dengan perjalanan tersebut.

(<]

Q

g 2) Imarah Ammah (Imarah Umum) : Kekuasaan umum atas semua orang
7

&

>

3

o

2

o

g

3

g

3

8

gPemimpin atau para pemegang kekuasaan sering juga disebut wulat al-
<
)

amrg waliyul amr, dan ulil amr. Yang pertama berarti “’pemerintah’’, yang

-~
<

ked@ta bermakna “’orang yang memiliki wewenang kekuasaan untuk

wn

=
meﬂgemban suatu urusan atau tugas’’. Dan yang ketiga diartikan dengan

Je/(s u

#Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerntahan Khilafah Islam, (Jakarta :

Qisthi Prégs 2014), hal. 269

BAbu Yahya, From Imarah To Khilafah, Imarah Islam Indonesia, (Imarah Press, 2012),

hal. 11-1%°
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“’para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan®’. Waliyul amr oleh para ulama

r ©

:*?dlsamakan dengan istilah ulil amr yang disebut dalam Al-Qur’an

F =

g /ﬁ ﬁ e 8 £ . AV .ﬂ" /£E~/
e - —

t%‘ mm _.TP. d@v - s A4 S g B2 T s ‘“/‘f o7 . As -
a;;ﬁ‘ 23315 AL 05255 &S O] Jse N5 ) J] 0933 o (8§ Rep0
s bBx 4

¢ c = ,6 2 o2l s s
g = BL:Q O.Mo-\jjo- D
«Q

:“’Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul
ya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya.”’ (QS.an-Nisa (4):59)>"

2
s

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, untuk mengetahui makna dari
al-Qur’an diperlukan penafsiran para ulama yang diambil melalui tafsir al-
Qurthubi yang merujuk pada tiga perkara :

Pertama, ayat ini ditunjukkan untuk rakyat, pertama-tama perintah-
perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, lalu taat kepada Rasul-Nya

S
deng;in apa-apa yang diperintah dan dilarang, kemudian taat kepada ulil amri,
sesug pendapat mayoritas ulama, seperti Abu Hurairah, Ibnu Khuwaizmandad
A
berkga, “’Ketaatan kepada seorang pemimpin adalah wajib jika itu bentuk
keta@ian terhadap Allah SWT dan jika itu perbuatan maksiat, maka tidak wajib.
Olerghkarena itu kami katakana bahwa pemimpin saat ini, tidak wajib untuk

9p]
ditaafi, ditolong dan diagungkan. Yang wajib adalah berperang bersama

mere&a tatkala terjadi peperangan, berhukum dari mereka, menerima

i jrred

4

bid. hal. 66
Kementrian Agama Republik Indonesia, 1bid. hal. 873

WS e
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o
)

epemimpinan mereka dan sukarelaan, dan semua itu dikerjakan karena faktor

E
BO

12 e

Kedua, firman-Nya, 9@ 8] (..&) ub “Kemudian jika kamu berlainan

at tentang sesuatu’’ yaitu jika kalian berdebat dan berselisih seakan-

kancsetiap mereka mempertahankan hujjah mereka dan berpegang dengannya.

‘\\
mw@w eyd

epugsBuepy 1Bunpuiig eldiaNeH

ci\/lakaudnya bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya lebih mengetahui, inilah bentuk
men%embalikan tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab
r.a, ‘:;—?Kembali kepada kebenaran lebih baik dari pada berlama-lama dalam
keba?ilan”, perkataan pertama yang lebi tepat sesuai perkataan Ali r.a,
“’Tidaklah bagi kami kecuali apa yang al-Qur’an dan yang di dalam mushaf
ini, atau pemahaman dari seorang muslim’’, seandainya jika seperti itu maka
hilanglah ijtihad yang mengkhususkan umat ini dan pengambilan hukum yang

diberikan, akan tetapi diperlihatkan sebuah contoh dan diminta perbandingan

hingga didapatkan kebenaran.®
(4]

Keti@, Firman-Nya, & &5 /,%’.Y\ “yang demikian itu lebih utama

(bag@:u) ”’, yaitu perbuatan kalian mengembalikan segala yang diperselisihkan

= z 2/ 2
kepada al-Qur’an dan sunnah lebih baik dari pada berselisih, sU *<>-13

)
-t
2

"Dd;ci: lebih baik akibatnya’ yaitu tempat kembli, berasal dari kata ‘& —J7
-~
2 %

hing§a demikian atau berubah. Dikatakan : dari :2) <Ji  jika ia
=~
=

mengBimpulkan dan mendamaikan, maka takwil gabungan makna lafazh yang
=
=
=
#Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Tafsir Al Qurtubhi, Jilid 5, (Pustaka Azzam : Hal. 617
Eibid. hal. 618-619
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susah (dipahami) dengan lafazh yang mudah. Dikatakn : &0 clle & J3f
©

pu o

dtau ﬁia mengumpulakan dan boleh dimaksudkan : Dan sebaik-baik penafsiran

Ey =

Kalian.>

3 ©

g

.?aya?-_dan Sifat Kepemimpinan

S =

¢ Dalam KBBI gaya artinya sikap,tingkah laku, sikap yang elok, gerak gerik

g |2

%/angg)bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan gaya
(7))
2

kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk
mené?engaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula
dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang
disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin.

Gaya kepemimpinan adalah pola meyeluruh dari tindakan seorang

pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya.

Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah,

S

S)e]

keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari perilaku seseorang. Gaya

IS

kepefhimpinan yang menunjukkan, secara langsung maupun tidak langsung,

d1U

tentagg keyakinan seseorang pimpinan terhadap kemampuan bawahannya.
=
Artirgla, gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil

komEinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan

9p]
seor@g pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.
=~

Sehi@ga gaya kepemimpinan yang paling tepat adalah suatu gaya yang dapat

-t
ot o

Albid. hal. 622
%Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. https://kbbi.web.id/gaya.html diakses

pada tanggal 23 April 2021
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memaksimumkan produktivitas, kepuasan kerja, pertumbuhan, dan mudah
%eny(zsualkan dengan segala situasi.
T
% :;‘;aya kepemimpinan merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe
épen:mpman Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu yang
?enéhtingkan pelaksanaan tugas, yang mementingkan hubungan kerja sama,
%an ﬁng mementingkan hasil yang dapat dicapai.*’
*"W, ot CJT;;;g,u SN AN ST u 35100
/.m,;f a-' - s Geg '¢~' P Y S £
af»wgrw wuw,uewm O BT Jol o Sllad syl

Dot w5150 Ly Bk
Artinya :"’'Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan Khalifah

(penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara
manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu,
karena akan menyesatkan engkau dari jalan  Allah.
Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat
azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan . (Q.S.
Shad [38] : 26).%®

w»

Balil di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam memutuskan

()

suatdf—keputusan terhadap kebijakan dalam sebuah permasalahan yang telah
=
terjadi hendaknya memberi keputusan yang adil seadil-adilnya dan tidak keluar

JJaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusaw eduey Ul siny eAiey yninjas neje uelbeqes diynbusw bBuese|iq ‘|

=1
dari Igetentuan Allah SWT.

ISI9

= Suatu pertanyaan penting yang dapat diajukan adalah apakah sifat-sifat

oA

yang@nembuat seseorang itu sehingga menjadi pemimpin ? teori awal tentang
=
sifat@ni dapat ditelusuri kembali mulai zaman Yunani Kuno dan zaman Roma.

9]
The‘;Great Man mengatakan bahwa seseorang yang dilahirkan sebagai

,—.

Weltzal Riva’i, op.cit. hal. 42
Z1bid. hal 42
%Kementrlan Agama Republik Indonesia, hal. 454

nery
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emimpin, ia akan menjadi pemimpin, apakah ia mempunyai sifat atau tidak

r 9
) Fnemypunyai sifat sebagai pemimpin.*
il

-~
o Salah satu contoh dalam sejarah ialah Napoleon. la adalah seorang

d

aisar Perancis yang dinyatakan mempunyai kemampuan alamiah sebagai

. 3

emimpin yang dapat menjadikannya sebagai pemimpin besar pada setiap
-~

1byapuiq exd

D
o

Buepyn-buggun
=
S
NN

gfdapun empat sifat umum yang dimiliki oleh pemimpin antara lain :
(7))

gecerdasan, pada umumnya seorang pemimpin memilki tingkat
Py

E:écerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpinnya.

o

Kedewasaan, pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi

yang stabil serta perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitas sosial.

5

Memotivasi diri dan dorongan berprestasi, pemimpin cenderung

mempunyai motivasi yang kuat untuk berprestasi.

=2

Sikap hubungan kemanusiaan, pemimpin yang berhasil mau mengakui
w»

Barga diri dan kehormatan bawahannya.®!

eIS] @

. Syarat dan Kewajiban Pemimpin

(o]

S Menurut Kartono, konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan itu
<

harugselalu dikaitkan dengan tiga hal penting :

-

<
1. K_e;kuasaan adalah kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberikan

9p]
Qmwenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan
=~

:Jaquyns ueingaAusw uep ueywnjuesuaw eduej (Ul sin} eAIey yninjas neje ueibeqes diynbusw buese|q -
o

= |
hawahan untuk berbuat sesuatu.
<
j+¥)

5
2Yun Iswanto, Kepemimpinan Pelayan Era Modern, Jurnal Administrasi Kantor, P-
ISSN:2337-6694 E-ISSN: 2527-9769,158-172, 22 November 2017
gOp. cit. hal 115
%lbid. hal. 116
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Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang

©

mampu “mbawani’’ atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut
QO

Egtuh terhadap pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan
©

tertentu.

3

Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan kekuatan dan

=
Igecakapan/keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi
dari kemampuan anggota biasa.®?

Menurut Veitzal Rivai, setiap pemimpin akan berhasil memimpin

g B)S

suatati organisasi secara efektif bila ia memenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. Mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk dapat memikirkan dan

mencarikan cara-cara pemecahan setiap persoalan yang timbul dengan cara
yang tepat, bijaksana, serta mengandung kelengkapan dan syarat-syarat
yang memungkinkan untuk dilaksanakan.

Mempunyai emosi yang stabil, tidak mudah diombang ambingkan oleh
)

éerubahan suasana yang senantiasa berganti-ganti dan dapat memisahkan
5

ahtara mana yang soal pribadi, soal rumah tangga, dan mana soal
(o]

=

erganisasi.

5

Mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia dan mampu membuat

<

Bawahan merasa betah, senang dan puas dengan dan dalam pekerjaannya.
9p]

=
Mempunyai  keahlian untuk mengorganisasi dan menggerakkan
=

x;%wahannya secara bijaksana dalam mewujudkan tujuan organisasi serta

ey Jux

uR

Kartini Kartono, op.cit. hal. 36
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mengetahui dengan tepat kapan dan kepada siapa tanggung jawab dan

©

wewenang akan didelegasikan.
QO
-~

Mempunyai keterampilan menajemen untuk menghadapi persoalan
©

—

fesyarakat yang semakin maju.
3

g_,;émentara itu, Ki Hajar Dewantoro, merumuskan tiga tingkah laku
(=

epegimpinan yaitu :

%g Ngarso Sung Tulodo, yang berarti kalau pemimpin itu berada di depan,

-~
;P%memberikan teladan.

éig Madyo Mangun Karso, yang berarti bila pemimpin berada di tengah, ia
membangkitkan tekad dan semangat.
Tut Wuri Handayani, yang berarti bila pemimpin itu berada di belakang ia

berperan kekuatan pendorong dan penggerak.®®

Dalam pandangan Islam, mengutip pendapat Jaih Mubarok syarat-syarat

pemimpin politik menurut Imam al-Syafi’i yang dijelaskan dalam bukunya
w»

fiqih%iyasah sebagai berikut :

1) é‘erakal, berarti kemampuan seseorang dalam memimpin dengan sesuai
@:iaran agama Islam membawa para pengikutnya ke jalan yang baik.

2) é'ewasa, merupakan usia dimana seseorang mencapai akil baligh yang
éépat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk.
Q

3) h;;lerdeka, menurut Imam Syafi’i yakni kemerdekaan dari penjajahan hawa
gafsu, dari penyembahan kepada Allah SWT serta ketundukan dari selain
gllah SWT.
7

Veitzal riva’i, op.cit. hal. 119-120

ug
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Beragama Islam, mempercayai atau mengimana bahwa Allah satu-satunya

©
Zat yang layak disembah dan Nabi Muhammad Saw adalah utusan-Nya.

)

l;;aki-laki, orang (manusia) yang mempunyai zakar.
©

Berilmu, seseorang yang memiliki pengetahuan untuk ammar ma’ruf nahi

3

munkar.
=

gampu melakukan ijtihad, seseorang yang mampu mencurahkan segala
@mampuannya dalam segala persoalan yang telah terjadi.

(7))

Memiliki kemampuan manajerial (al-tadbir), memiliki kemampuan untuk
Py

fengatur segala sesuatu dengan benar.

Berani dan mampu memelihara agama

10) Dari kalangan Quraisy

Imam Syafi’i menjadikan laki-laki sebagai syarat untuk menjadi

pemimpin. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik.

Selanjutnya, menurut Imam al-Mawardi (w. 450 H) dalam buku figih siyasah

»n

karal‘ggan Jaih Mubarok,* syarat-syarat pemimpin politik adalah :

1) ﬁcdil (al-jami’ah li syuruthiha), adil disini berarti pemimpin memiliki
=
moral dan keluhuran sehingga seorang pemimpin tidak memihak siapapun.
=]

2) %'erilmu sehingga mampu melakukan ijtihad, berarti  memiliki
-t
2]
Beéngetahuan untuk menetapkan sebuah hukum dalam persoalan yang
Q
tglah terjadi.
=

3) §empurna panca indera (salamat al-hawas, berarti kemampuan akal
wn
St bagaimana mestinya.
=
A
%)
#Jaih Mubarok, Figih Siyasah, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), hal. 120
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4) Sempurna anggota badannya, melainkan tidak memiliki kecacatan apapun.

g 1© I - . .
;5) %erdlk, memiliki kemampuan berpikir yang kritis untuk menjadi seorang
B =
g pemimpin.
5 ©
§6) Berani, sikap percaya diri seseorang dalam mengambil sebuah keputusan.
27 g
c
27) Berasal dari kalangan Quraisy.
= -~
:i Enam al-Mawardi tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat pemimpin
mpolitﬁ%. Oleh karena itu, perempuan boleh menjadi pemimpin politik dalam
(7))
) . 65
pandangan al-Mawardi.

Py
é' Ulama yang hidup se-zaman dengan al-Mawardi adalah Abu Ya’la (w.

458 H) yang dijelaskan dalam buku figih siyasah, bahwa syarat-syarat

pemimpin politik adalah :

1) Dapat dipercaya, adalah sebuah perilku yang dimiliki seseorang apabila ia
mendapat mandat/perintah ia mengembannya dengan baik.

2) Ucapannya benar, perkataan seseorang menjadi pemimpin yang harus
gerlandaskan al-Qur’an dan Sunnah.

3) gidak rakus, adalah sikap seseorang yang ingin menikmati kesenangannya
sca:a'ndiri.

4) §Uka berdamai, merupakan sikap dimana seseorang suka ketenangan dan
gdak keributan/konflik.

5) li:"aki-laki, seseorang yang memiliki zakar.

6) §erdik dan cerdas (al-zaka wa al-fathanat, seseorang yang memiliki

9p]
‘Kemampuan berpikir yang baik dan kritis.

ey Jux

i

®ibid,. hal. 120
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7) Tidak suka mengikuti hawa nafsu, seseorang yang tidak mengikuti

g %senangan semata, melainkan dapat mengendalikan hawa nafsunya.

é Qlama setelah al-Mawardi dan Abu Ya’la, yaitu Abu Hamid al-Ghazali
§450€505 H). Berpendapat bahwa syarat-syarat pemimpin politik adalah :
gl) iakl laki, seseorang yang memiliki zakar

3

C2) gerllmu seseorang yang memiliki pengetahun yang dapat mengayomi

u

Buep

&seorang yang dipimpinnya.

»
3) gerasal dari kalangan Quraisy

g Jadi, pada dasarnya pakar figih terbagi dua dalam menetapkan boleh
tidaknya perempuan menjadi pemimpin politik, yaitu pakar figih yang
membolehkannya dan pakar figih yang tidak membolehkannya.®® Seorang
pemimpin harus memiliki pengetahuan yang baik tentang kepemimpinan dan
ilmu tentang ruang lingkup kerja profesinya yang terdiri dari pengetahuan
kognitif maupun skill/keterampilan. Seorang pemimpin akan dihadapkan pada

w»
situa% tertentu di mana dia harus mengambil keputusan yang tepat dalam

-

menfz;elesaikan masalah. Dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat adalah
penggciahuan dan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki. Setiap insan dalam
kehic%lpan ini mempunyai fungsi pemimpin.

Einu Taimiyah di dalam kitab Al-siyasah al-Syar’iyyah sebagaimana

o

diku{fp oleh Veitzhal Riva’i bahwa karena kepemimpinan merupakan suatu
=

amargat maka untuk meraihnya harus dengan cara yang benar, jujur, dan baik.

wn
Dan fugas yang diamanatkan itu juga harus dilaksanakan dengan baik dan

ey Jux

i

®ibid. hal. 121
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ijaksana. Karena itu pula dalam menunjuk seorang pemimpin bukanlah

digieH o

erdasarkan golongan dan kekerabatan semata tapi, lebih mengutamakan
i QO

oy
eahHan, profesionalisme dan keaktifan. Peka dalam menerima solusi-solusi
©
angamembangun atau menerima kritik-kritik yang menuju kepada perbaikan.®’
. 3
Substansi  kepemimpinan dalam kacamata Islam merupakan sebuah
=

fgnpuijig-e)

marg\t yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar ‘’ahli’’,

uepgn-buepun

%erkfﬁilitas dan memiliki tanggung jawab yang jelas dan benar serta adil, jujur,
(7))

dan germoral baik. Inilah beberapa kriteria yang Islam tawarkan dalam
Py

mer@ih seorang pemimpin yang sejatinya dapat membawa umat kepada
kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur sejahtera dan tentram.
Di samping itu, pemimpin juga harus orang yang bertakwa kepada Allah
SWT. Karena ketakwaan ini sebagai acuan dalam melihat sosok pemimpin
yang benar-benar akan menjalankan amanah. Bagaimana mungkin pemimpin

yang tidak bertakwa dapat melaksanakan kepemimpinannya? karena dalam
w»

Lo

term%ologinya, takwa diartikan sebagai melaksanakan perintah-perintah Allah

SWT%dan menjauhi segala larangan-Nya. Takwa berarti taat dan patuh, takut
=

mela@gar/mengingkari dari segala bentuk perintan Allah SWT. Memilih

=]
pem@pin bukan didasari oleh sikap pilih kasih, nepotisme atau kecenderungan

primédial yang sempit.
Q

Atau memilih seorang pemimpin yang gila jabatan, ambisius dalam meraih
=

kurs'@jabatan atau vested interested. Tapi hendaknya kepemimpinan diberikan

wn
kepiéa orang yang ’ikhlas’’ dan dipercaya dalam mengemban amanah.

I

LD

v

%\/eithzal Rivai, op.cit. hal. 53

U
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w

enantiasa memprioritaskan kemaslahatan umat dari pada kepentingan pribadi,

T 0
gelogm;pok atau keluarga.®

é georang imam atau pemimpin harus bertanggung jawab terhadap umat
(g(are% imam itu telah menduduki jabatan/kekuasaannya melalui pengangkatan
gakyagf yang memberikan kekuasaan untuk mengurus tanggung jawab
:%enegaraan. Dengan sendirinya imam harus dimintai pertanggung jawabannya
%tas ﬁébatan yang telah didudukinya. Menurut para ulama tanggung jawab

»
pem@pin adalah Al-Bagdadi : apabila seorang imam menyimpang dari hukum

yangﬂ; ada berarti kekuasaannya telah tercemar, dia harus meluruskan

kesalahannya dan haruslah memperbaikinya atau menggantikannya langsung

dengan yang lainnya.

1. Pengambilan jalan seperti berlaku bagi para pemegang tampuk
kepemimpinan seperti gadhi dan berlaku bagi para pekerja lainnya. Jika
dia menyimpang dari hukum, maka diberlakukan untuk meluruskan
gesalahannya demi mencapai kebaikan.

2. %I-Ghazali : seorang sulthan yang zalim harus diingatkan segi keabsahan

kuasaannya baik itu diberhentikan ataupun berhenti sendiri.*

cara sosiologis seorang pemimpin harus mempunyai sandaran-sandaran

SIEIU NZTIL

kemasyarakatan atau social basic serta mencakup susunan masyarakat serta

(0]

e’ - .
cultural focus masyarakat yang bersangkutan. Sementara calon pemimpin
=
adal@ orang yang dapat memimpin orang lain kearah pencapaian tujuan

wn
orga@sasi dan dapat menjalin komunikasi antar manusia karena organisasi itu

I

1 J

4

bid. hal 54
‘Ibid,. hal. 56

w2s3
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selalu bergerak atas dasar interaksi antar manusia.”® Dalam pemilihan

I ©
Demimpin alangkah baiknya mengedepankan dan mempertimbangkan
T o
igema’glahatan untuk umat yang akan dipimpinnya kelak, agar kebijakan-
5 o
%ebiﬁikan yang dibuat dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik
2y
c
gkemaslahatan) bukan malah membawa ke arah kemudharatan (keburukan).
= -~
E c
.%en%rtian Kepemimpinan Perempuan
(o=
Secara umum kepemimpinan di sini dimaksud adalah kemampuan
Q0
seseefang untuk menggunakan pengaruh pada sebuah kelompok atau
0]

pendlCJkung di dalam mencapai tujuan tertentu. kepemimpinan perempuan
merupakan perjuangan perempuan untuk meminta kembali pikiran mereka dan
mematahkan kebisuan yang dipaksakan oleh struktur-struktur patriakat dan
instirusi-institusi lain yang membatasinya. Bicara kepemimpinan perempuan
berbicara mengenai proses mempengaruhi, dimualai dari unit terkecil keluarga,

lingkangan sekitar, masyarakat hingga lebih luas lagi Negara.”
%)

gepemimpinan perempuan dalam jabatan publik dapat diartikan kegiatan

—

~
mempengaruhi perilaku orang lain yang dilakukan oleh perempuan dalam

(o]

menglanakan tugas pokok, fungsi, keahlian serta keterampilan agar
5 . . . :

tercapainya suatu tujuan. Sebagai seorang muslim sudah selayaknya

-

menEdikan Islam sebagai cara pandangnya dalam memandang, menghadapi

9]
dan @enyelesaikan segala persoalan. Di mana dalam bidang kepemimpinan

ue

peremapuan, Islam bertolak dari status manusia sebagai khalifah. Khalifah

artini Kartono. . . . op.cit. hal. 190
ttp://id.jora.com/blog/kepemimpinan-perempuan/.diakses 8 November 2020

=
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erupakan sebagai pengemban amanat Allah SWT untuk mengolah,

B 3

©)

emelihara, dan mengembangkan bumi.” Sebagaimana firman Allah SWT di
x
g

al-Qur’an surah al-Ahzab ayat 30 beriku ini :
=
dl':'/'—“-”) cledelly Tomedally codliddly Tzl o

£ s 20

oty el el nlly Geadally sl
¢-§->ij° Tondasdd Ty ol rall ety cdiaildly peiatdl
0315 5ais o 1 Sel onem Wl 18 AT 2 o il oo

Artinya :*’Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan
mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-
laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar,
laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang
bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan
perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan
yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk
mereka ampunan dan pahala yang besar”’. (Q. S al-Ahzab (33) : 35)"

- T pulng eyd
9_’

\

L PNl
%
\
\¢ge
o\
G

|\

Dari uraian di atas, tafsir lbnu Katsir menjelaskan bahwa firman Allah

SWT u\-«lmﬁb M\ u\ “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang

Jagquuns ueyingaAusaw uep ueyjwniuesusw eduey Ul Sin} eAIRY yninjes ne;e uegﬁeqas dunﬁuew Buese|q ‘L

muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin,”’ merupakan dalail bahwa
iman itu selain Islam, karena dia lebih khusus dari pada kata Islam. Iman
ditiadakan dari orang tersebut, sekalipun hal itu tidak menjadikan dia kafir

menurut ijma’ kaum muslimin. Hal tersebut menunjukkan bahwa kata iman

lebih khusus dari pada kata Islam. Firman Allah SWT <BsUalls Gdslalls

“laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannta,”’ Qunut berarti

ot

75‘l_|ky Faizal, Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-
Qur’an), Jurnal TAPIs Vol. 12 No. 1 Januari-Juni 2016. 103
SKementrlan Agama Republik Indonesi. hal. 422
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ketaatan dengan penuh ketentraman. <lpUaly cpUalls  “laki-laki - dan

.perempuan yang sabar.’’. Ini adalah karakter yang mengkokohkan jiwa, yaitu

kesabaran terhadap musibah.

A.)L*ML;'b uuw\:l-\j “laki-laki da perempuan yang khusyu’’. Khusyu’

~

adalah ketenangan, ketentraman, kebaikan, kehormatan, rendah hati, serta

~

membawa rasa tahut dan merasa diawasi olenh Allah SWT. ugwb

P

\3

n
\s

ot “laki-laki dan perempuan yang bersedekah’’, Ash-Ahadagah

(

\

adalah berbuat baik kepada manusia yang membutuhkan dan kaum dhu’afa

yang tidak memiliki usaha. wW&5Ualls (nailalls “laki-laki dan perempuan yang

berpuasa’’, di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :>’ Puasa

adalah zakat badan’’. ™ Yaitu menyucikan, membersihkan dan memurnikan

dari keburukan, baik yang bersifat thabi’i maupun bersifat syar’i. 4> e MU-

uUzzU-\j “laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya’". Yaitu,

dari perbuatan-perbuatan haram dan dosa kecuali perkara-perkara mubah.

Firman-Nya, g»bf\fd\j oy Al @;\3\5\5 “laki-laki dan yang banyak

i

menyebut (nama) Allah’’ &L= \” Ts ,fuu 1A 32T "Allah telah menyediakan

untuk mereka ampunan dan pahala yang besar’’. Merupakan berita tentang

semua orang yang telah disebutkan. Yaitu, sesungguhnya Allah telah

JrreAg uejp

#Abdullah bin Muhammad bin Abdurrrahman bin Ishaq Al-Sheikh, diterjemahkan oleh

{4

M. Goffah E. M, Tafsir Ibnu Katsir, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004) Jilid 6, hal. 482-

484
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mempersiapkan bagi mereka ampunan atas dosa-dosa mereka serta pahala yang
besar, yakni surga.”

Inilah tugas pokok manusia tidak berbeda antara perempuan dengan laki-
Jaki. Maka dalam hal ini kita harus memahami duduk persoalan kepemimpinan

perempuan di dalam ajaran Islam, yang didukung oleh fakta-fakta peradaban

~

manusia sejak dahulu hingga sekarang. Sebagian ulama berpendapat bahwa
‘perempuan tidak boleh memegang jabatan penting seperti jabatan kepala
negara, hakim dan sebagainya. Akan tetapi, kalau dilihat dari realitasnya dalam
sejarah Islam yang tampil sebagai pemimpin. Aisyah istri Nabi Saw diakui
sebagai seorang mufti. Maka dia memberikan fatwa kepada segenap sahabat
Nabi yang lain (Abu Bakar, Umar, lbnu Abbas, dan lainnya). Bahkan

kedudukannya sebagai panglima pada perang unta juga diakui.”

. Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur’an

Sebuah kenyataan sejarah yang tidak bisa ditampik, bahwasanya sebelum
Islam datang, hak-hak perempuan nyaris tidak ditemukan, ia banyak
mengalami penderitaan, ia diperjual belikan layaknya hewan dan barang, ia
dipaksa untuk menikah, seperti halnya dipaksa untuk melacurkan diri. Dirinya
diwariskan dan tidak mendapat hak waris, dirinya bisa dimiliki dan tidak bisa
mempunyai hak untuk memilih. Orang-orang yang menguasainya melarangnya
untuk membelanjakan apa yang ia miliki dengan tanpa izin. Menurut

pandangan mereka, bahwa suami memiliki hak untuk membelanjkan harta

i Jua

4

bid. hal. 486-487
Liky Faizal, op. cit. hal. 105

U2 sa
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%

"

%0

perempuan tanpa seizinnya. Bahkan dibeberapa negara, mereka berselisih
pendapat apakah perempuan itu manusia yang memiliki jiwa dan ruh seperti
halnya laki-laki.”’

Kegiatan perempuan di luar rumah sebenarnya sama dengan apa yang

dituntutkan kepada pria, seperti halnya perintah untuk tolong menolong dalam

(

kebaikan, amar ma’ruf dan nahi munkar, dan lain-lain. Allah SWT berfirman

‘dalam surah At-Taubah/9:71 sebagai berikut :"®

- > - P - ,,c’l/
O3y DBamall \_J}(/’L’ ;] ;'-@44-’-’ i 3alT 03401
S T S PR SR~ RPN E I SRS b 2
R PSRV IRESPEN TR J‘“\_J/ 535 8Ll 2 oty Sl

. G

T ASS e AT &lé.é}ﬂvt_l)

-

Artinya :’Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka
menyuruh (mengerjakan) yawg makruf, mencegah dari yang mungkar,
mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah
dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;
sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana’ (Q.S At-
Taubah : 71)™

aAuaw uep ueywnjueousw eduej Ul siin} eAiey yninjas neje uelibeqges dinbuaw Bueleq °L

o 84, o

Allah berfirman, =5 :3l 4 SRl 0535 “Orang-orang

:Jlaquuns uey|

beriman laki-laki dan orang-orang beriman, sebagaimana mereka adalah
penolong sebagian yang lain’’. Yakni, saling menolong dan menopang, seperti
yang disebtkan “’Orang beriman terhadap orang beriman yang lain adalah

ibarat bangunan, sebagian mnguatkan sebagian yang lain’’. Firman Allah SWT

92)

]

ZUmmu Abdullah “Atif, Menjadi Muslimah Idaman, Pesan Untuk Muslimah yang Ingin
Bahagia,fdakarta Timur : Mirgat, 2016), hal. 14

2Siti Zubaidah, Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam,
(Bandund‘}i Citapustaka Media Perintis, 2010), hal. 55

gKementrlan Agama Republik Indonesia, hal. 198
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;/C.U\ JG O%eas gmally “Memerintahkan kepada yang ma ’ruf dan mencegah

dari yang munkar’’. Firman-Nya Z\_ﬁj\ Oy oWl Osais JQAU\ “mendirikan

‘shalat dan menunaikan zakat’’ maksudnya, mereka mentaati Allah Ta’ala dan

‘berbuat baik kepada hamba-hamba-Nya. 45253 Al Oswlbs “Dan mereka taat

(

kepada allah dan Rasul-Nya ™. Yaitu, terhadap apa yang allah perintahkan dan

meninggalkan apa yang dilarang-Nya. 40 S sl “Mereka itu akan

diberi rahmat Allah SWT’’. Yaitu, Allah SWT akan memberikan rahmat

kepada orang yang menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut. ;¢ Al 31/

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad e

“Sesungguhnya Allah Maha Perkasa’’. Maksudnya, Allah SWT akan
memuliakan orang-orang yang mentaati-Nya, karena kemuliaan itu hanyalah

milik Allah SWT, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. (L<> “Lagi

Mahabijaksana’’. Dalam pembagiannya, sifat-sifat ini semua untuk mereka

JJaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusaw eduey Ul siny eAiey yninjas neje uelbeqes diynbusw bBuese|iq ‘|

orang-orang yang beriman. Dan Allah SWT mengkhususkan sifat-sifat yang
terdahulu kepada orang-orang munafik, karena sesungguhnya Allah SWT
mempunyai hikmah dalam setiap apa yang Allah SWT Kkerjakan. Mahasuci

Allah lagi Mahatinggi.®°

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eA1ey yninjas neje ueibeqes yeAuequadwaw uep ueyjwnwnbusw Buele|iq 'z
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®Abdullah bin Muhammad bin Abdurrrahman bin Ishaq Al-Sheikh, diterjemahkan oleh
M. GofufzE.M, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), hal. 163-
164
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Dalam ayat di atas Allah SWT telah memberikan medan kegiatan kepada
.kaum mukmin yang mutlak sama dengan yang diberikan kepada kaum pria
berupa persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong, baik dengan harta
«maupun dengan berbagai kegiatan sosial, membantu urusan perang, kegiatan
‘politik dan lain sebagainya.81 Dalam ayat ini juga menjunjung tinggi
kemanusiaan yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, bahkan
¢
dituntut untuk bekerjasama dalam mewujudkan tali persaudaraan, tolong
menolong, dan kegiatan sosial lainnya.

Kedatangan Islam melalui diutusnya Nabi Muhammad Saw telah
membawa perubahan tatanan nilai yang berlaku di masyarakat. Islam sebagai
ajaran yang menjunjung tinggi persamaan, salah satunya mengangkat derajat
kaum perempuan menjadi setara dengan laki-laki. Kedudukan perempuan
dalam Islam tidak boleh tidak untuk kembali pada rujukan utama yaitu al-
Qur’an. Seperti yang diketahui, al-Qur’an menempati posisi yang teramat
penting sebagai sumber ajaran Islam, makannya gagasan-gagasan Islam
mengenai perempuan harus dirumuskan melalui elaborasi mendalam terhadap
kandungan al-Qur’an dan sunnah yang membicarakan hal tersebut.

Menurut Nasaruddin Umar sebagaimana dikutip oleh Subaeda, prinsip-
prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur’an dibagi

menjadi beberapa bagian yaitu :

L)

& Subaeda, Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur’an, Suatu Kajian Tahlili Q.S an-Nisa :

124, Jurngl, UIN Makassar, 2019
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Laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah SWT

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan
antara laki-laki dan perempuan. Keduanya berpotensi sama untuk menjadi
hamba yang ideal atau muttaqun.
Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi
Penciptaan manusia dimuka bumi ini di samping sebagai hamba yang
tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah SWT juga menjadi
khalifah di bumi.
Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan
Seperti diketahui, menjelang anak manusia lahir dari rahim ibunya, ia
terlebih  dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya.
Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur’an surah al-A’raf ayat

172 sebagai berikut :*?

W‘J&VA.LVW‘) J).A)).@Jéuﬁ(°3‘; u.ou‘.:).l.p‘bb

1

e Ul Granall 3 0,8 f Gigs Li,6 (&fwm

SRR

Artinya :*’Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-

anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian

terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini

Tuhan kalian?” Mereka menjawab, "Betul (Engk au Tuhan

kami), kami menjadi saksi.”(Kami lakukan yang demikian itu)

agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, "Sesungguhnya

kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini
(kekuasaan Tuhan).”” (Q.S al-A’raf/:172)%

ubaeda, Ibid.
Kementrian Agama Republik Indonesia, Ibid,. hal. 173
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\

Kata Bani Adam di atas menunjukkan kepada seluruh anak cucu

adam, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa dan warna kulit.

o
~

Perempuan dan laki-laki berpotensi meraih prestasi
Mahmud Syaltut (Syeikh al-Azhar) yang dikutip oleh M. Quraish Shihab
menerangkan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan

hampir dapat dikatakan sama. Allah SWT telah menganugrahkan kepada

Buepun-6uepun 1Bunpuina eydin yeH

perempuan sebagaimana menganugrahkan kepada laki-laki. Kepada
mereka berdua dianugrahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup
untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin
ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas bersifat umum maupun khusus,
karena itu hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu

kerangka.®!

. Pandangan Ulama Mengenai Kepemimpinan Perempuan
Islam mengenalkan konsep kepemimpinan publik yang sering disebut
)
denggn khilafah atau imamah. Pandangan pemimpin publik sebagai pengganti

[

~
Nabizdalam urusan pemerintahan, maka syarat umum seorang pemimpin sering
(o]

JJaquuns ueyingaAuaw uemrueywnyuesuaw eduey Ul siny eA1ey yninjas neje uelbeqes diynbusw bBuele|iq ‘|

meruﬁ_lk pada pandangan tradisional di atara syaratnya adalah laki-laki, muslim
<

dan &erdeka. Menurut para ulama ada dua fungsi kekhalifahan atau imamah

-

<
yakn@h menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta

9p]
men@.lankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam.®®

Jjrredg ue

¥Subaeda, op.cit
g}(usuf al-Qardawi, Figih Daulah Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah,
(Pustaka Al-Kautsar, 1999), hal. 234
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Para ahli ilmu yang berbeda pandangan ini dapat dikelompokkan pada dua

ederajatnya). Demikian di antaranya menurut al-Banna, lbnu Qudamah, Yusuf
-~

|Q§dawi,86 Musthafa al-Siba’y, dan Abdul Hakim bin Amir Abdat.

golo%an pendapat sebagai berikut :

é o Golongan pendapat pertama berpandangan bahwa perempuan tidak
g)ole; menjadi pemimpin (seperti presiden, menteri, perdana menteri, dan yang
§ 3

%edaﬁ_ﬂ’gkan pendapat kedua berpandangan bahwa boleh perempuan menjadi
»

pem%pin (presiden). Demikian di antaranya M. Quraish Shihab, Said Agiel

Sirajg—::?Matori Abdul Djalil, dan Aminah Wadud. Kedua golongan berpendapat

tersebut mempunyai argumentasi masing-masing : golongan pendapat pertama

pada prinsipnya berargumentasi pada :*’

1. Firman Allah SWT

( z
W-ﬂ - - < £
&—Ab\ Lzu g_,..’.U g_,..}a.n.)- g:,.‘.::.‘.‘_% g_,._>=1.¢:_jl_9 v.@.]y‘ )_a_a_:\
; IR LA AT W D e
grlasll & oagraly ©oashe 7 a5 Oﬁ‘-‘ '3
% S _ge g “2 - < £, -

e TLE W ) l 35 (X Le T
g:\'o\.) Q/; BLMU.‘,.LC )L‘)V_%,Jt.’ouj u.h).gﬂo)
<

)

Z\rtinya . “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
i Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)
g atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-
5 laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu
7 Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
<

1Y)

Yusuf Qordhawi, Hadyu al-Islam : Fatwa Mu’ashirah, Terjemah Hamid Husain,

Fatwa-faMa Mutakhir, (Jakarta : Yayasan al-Hamidy, 1994, hal. 89

mMalmun Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin : Kajian Analisis Metodologi, Jurnal

Pemimpla_; Volume 4, Nomor 1 Tahun 2012
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memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah

®) Telah memelihara (mereka).  wanita-wanita yang kamu
e khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan
= pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
o mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah
° kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya
o Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”” (Q.S. An-Nisa’ : 34)%8

3

—  Cara mengambil dalil (wajah al-dilalah) ayat ini mereka pahami
=

Sacara tekstual bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu dipimpin
Z

&ieh kaum pria (suami).

(7))

Madits Nabi Saw. Berkualitas shahih

Py

89 £ : B ol o 2 0f ST Moz _ 1% of
[T ot 5 el 5 Sl 5 oyl olg)] L aT3) AA5T 85 238 Al

Artinya :“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan
mereka kepada wanita.” [HR. al-Bukhari, an-Nasa’i, at-Tirmidzi
dan Ahmad]

Ijma’ Ulama, bahwa mayoritas ulama (jumhur ulama)telah sepakat

w»
seorang imam (pemimpin) itu harus laki-laki, dan tidak boleh perempuan.
()

Sedaggkan golongan pendapat kedua berargumen pada :

1.

=
Palam Q.S al-Nisa’ ayat 34, (wajah dilalah) pada ayat ini menurut
c

Emreka bersifat umum, akan tetapi bersifat khusus : juga tidak dengan

)
-

fafadz suruhan (amr) tetapi dengan lafadz informatif (khabari). Hal ini
<

tjr)erarti kaum perempuan boleh menjadi pemimpi suatu bangsa.
=

gadits dari Abi Bakrah seperti di atas kelihatannya dipahami oleh mereka

n - . : :
‘secara kasuistik konstektual bahwa saat itu ketika Nabi Saw mendengar

i JII

4

Kementrian Agama Republik Indonesia, Ibid, hal. 43
‘Achmad Sunarto, Ibid,. hal. 200

wSs$ Y
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informasi atas kematian raja Persia yang dibunuh oleh teroris itu, pasca

©

kematian kemudian anak puterinya bernama Buran dinobatkan menjadi

QO
oy

Egnggantinya memimpin negara.

©

Sejarah Islam telah mencatatnya bahwa kepemimpinan Aisyah r.a. dalam
3

perang jamal bersama sahabat Nabi yang lain menjadi bukti keabsahan
=

%pemimpian kaum perempuan. Kemudian jauh sebelum Aisyah tampil di

Buepun-Buepun !5351puma e1d1d yeH

&bnia politik  praktis, al-Qur’an telah melegitimasi keabsahan

(2]
-

kepemimpinan perempuan Ratu Balgis, seorang penguasa negeri Saba’
Py

Q&ini termasuk wilayah Yaman) yang hidup sezaman dengan Nabi
Sulaiman a.s. yang dikenal dalam sejarah penguasa yang adil, bijaksana
dan penuh tanggung jawab.*

Islam benar-benar telah mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan
dan memuliakannya dengan kemuliaan yang belum pernah dilakukan oleh
agama lain. perempuan dalam Islam merupakan saudara kembar laki-laki,
seba%—baik mereka adalah yang terbaik bagi keluarganya. perempuan dalam
Islani;;memiliki hak kepemilikan, penyewaan, jual beli, dan segala bentuk
trans%c‘:'ksi, dan juga mempunyai hak untuk belajar dan mengajar selagi tidak
berte%tangan dengan agamanya.” perempuan juga memiliki hak-hak yang
samé-dengan kaum laki-laki, kecuali beberapa hak dan hukum yang memang
khusiu'% bagi kaum perempuan, atau beberapa hak dan hukum yang khusus bagi
kaung—:laki-laki. Islam menjunjung tinggi derajat perempuan, ia ditempatkan

wn
pada?posisi yang sangat terhormat, tidak ada yang boleh menghinanya. Untuk

Bbid

%Raihan Putry, Kepemimpinan Perempuan Dalam Pespektif Islam, Jurnal Madarisuna,

Vol. 4, Ng. 2 Tahun 2015, hal. 627
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©

kar dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan

akgipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Ka

enjaga kesucian serta ketinggian derajat dan martabat kaum perempuan,
terfuan hukum Islam sebagai batasan dan perlindungan.

@
()

S Im.muinmnum::n::om Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5

Bibid,. hal. 627

Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Jagquuns ueyingaAusw uep ueywnyuesusw eduey Ul Sin} eA1ey yninjas neje ueibeqges di

Buenun if

Buenun

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka kesimpulannya

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah

memberikan legalitas kepada perempuan bahwa perempuan dapat menjadi
pemimpin. Perempuan memiliki hak yang sama dihadapan hukum.
Berdasarkan Pasal 49 (1) Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia yang berbunyi : (1) ©° wanita berhak memilih, dipilih,
diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai persyaratan dan
peraturan perundang-undangan’’. Di samping itu, Undang-undang ini
dilahirkan untuk memperkuat peranan perempuan dibidang sosial,
ekonomi, budaya, terutama dibidang politik.

Berdasarkan perspektif figih siyasah tidak ada pelarangan secara mutlak
tentang kepemimpinan perempuan. Islam bahkan sangat menjunjung
tinggi hak-hak perempuan, sehingga terdapat dua anggapan atau pendapat
mengenai  kepemimpinan perempuan tersebut. Pendapat pertama
beranggapan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dan pendapat
kedua perempuan boleh menjadi pemimpin. Namun dalam hal ini
pendapat-penapat tersebut memiliki alasan-alasan tersndiri. Dalam kaitan
pelarangan perempuan menjadi pemimpin menjadikan pemerintahan itu

diibartkan dengan khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang laki-

nery
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laki. Jika seseorang menjadi pemimpin negara maka beralihlah tanggung

jawab negara kepada dia, yang tugas tersebut lebih menoleh ke laki-laki
seperti menjadi imam sholat, jihad di jalan Allah SWT, dan lain
sebagainya.

aran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang diajukan :

1. Pemerintah hendaknya memberi kuota kepada perempuan lebih banyak lagi

untuk mendapatkan hak politiknya, karena banyaknya perempuan yang

memiliki kualitas dalam kepemimpinan.

. Pemerintah harus tegas melindungi dan menjamin kebebasan untuk

perempuan mengambil haknya sebagai warga negara untuk terjun di ranah
politik. Karena setiap manusia sama kedudukannya di hadapan hukum
positif maupun di hadapan Allah SWT.

Kaum perempuan hendaknya meningkatkan kualitas diri untuk bisa
mengambil bagian di dalam kepemimpinan untuk bersama-sama

membangun masyarakat rahmatan lil’alamin.

<
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